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Abstrak
Barter adalai suatu perjanjian di mana kedua belab pihak mengikat dirinya untuk saling
memberikan suatu barang secara timbalbalik sebagaigantinya b nng yang lain. Barter
merupakan salah satu altematif pe.dagangan luar oegeri yang sebefiamya juga dapal
dikalegorikan sebagai salal satu cara pembayaran import yang digunakan untuk memenuhi
kebutuhan dan keterbabsan barang dan jasa sehing8a dari hubungatr iru memungkinkan
menimbulkan suatu akibat yang perlu dipahani agar para pihak yang terlibat di dalamnya
tidak menderila kerugian. Pendekatan yarlg digunakan adalah pendekatan pridis normadf
dan yuridis sosiologis data bersumber dari alata sekunder dan data primer,.Analisa data
yang dilah*an secam kualitatifselanjutnya dideskipsikan ke dalam bentuk umian kalimaL
Hasil penelitian menudukkan dalafl pasal l54l KUll Pdt dijelaskan bahwa setiap barang
yang dipertukarkan haruslah milil$F sendiri, jika terbukti bukan miliknya maka p;hak
yang satu berkewajiban untuk mengembalikan barang yang d iterimanya. Sedangkan dalam
Pasal I545 KUHPdt, j ika suatu barang yang ditukarkar musnab/cacar di luar kesalahan
maka perjanj ian hrkar-rnenukar dianggap gugur dan dari pihakrya yang telah memenuhi
pe{ anj ian dapat m€nudut kembali barang yang telah ia berikan.
Kata Kunci: perjanjian. hukti, eksport-inporl
I. PENDAHULUAN
Sebelum dikenal alat pembayaran yang disebut uang, perdagangan sclalu
dilakukan dengan cara tLrkar menukar dalam bcntuk barang (barter). Kemudian dcngan
perkembangan dan kemaj uan yang dicapai, dikenallah uang sebagai alat tukar yang
syal ],ang dapat menlpermLrdah dan mempcrcepat erlalsananya transalsi.
Bartcr adalah suatu perjanjian di mana kedua belah pihak mengikat dirinya untuk
saling membelikan suatu barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu bamig
yang lain. Dalam perj al1j ian eksport-import barter adalah suatu model imbal beti yang
paling sederhanadi mana yang terjadi adalah semacam tukar lepas. Dalam hal ini
suatu bendadari satu negara dipertukarkan dengan benda dari negara lain. Secara
langsung. tarpa perlu mengai&ai dengan harga tertentu. Dengan demikian, barter
tergolong ke dalam ,o n c tency tran\action Undang-Undang menentr*an bahwa
y-ang dapat ditukarkan adalah segala sesuatu yang dapat dijual, yaitu bararg dengan
barang sedangkan dalamj ual beli adalah barang dengan uang.
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Tentu saj a transaksi tukar menukar dewasa ini secara relatiftidak sebanyak
tmnsaksijual beli. Namun bukan berarti sama s€kali tidak ada kegiatan kar menukar.
Dalam keadaan atau situasi tertenn-! hrkar menukar masih dij umpai. Demikian pula
goduk ekspor tertentu dari perusalEan di Indonesia (misalnya sepeda motor) ditukar
produk tertentu dari negara lain misalnya produk keramik dari Vietnam.
Salah satu altematifperdagangan dalam negeri yang s€benarnyaj uga dapat
dikategorikan sebagai salah satu cara pembayaran impor adalah melakukan barter
Barter sebenamya merupakanjawaban atas permasalahanjika suatu negara tidak
memilil,t hwd currency urn* membeli suatu produk negam lain tetapi membutulkan
produk tersebut.
Dalam barter ini biasanya dalam suatu negara mempersyara&an perdagangan
dengan barter terhadap barang-barang yang telah surplus atau kualitas yang rendal,
yang tidak dijual. Bahkan terkadarg dalam trarsaksi petroleum, sengaja dilahrkar
barter unnrk menghindari larangan jual beli di bawal harga OPEC. Bisajuga barter
dilalskan seperti teftadap umumnya imbal beli lairq yalni oleh negam yang menganut
sistem devisatidak bebas, karena ketiadaan hard currency. Benttrk transaksiro,
currency lain yang mirip barter adalah apa yang disebut transaksi "Swap" yakni
merupalan transal<si empat pihak dengan tujuan mengbemat ongkos, misalnya ongkos
transportasl.
Swap merupakan tansaksi antara 3 (tiga) pihak atau lebih dimana untuk
menghemat ongkos dilakukan pertukaran pengiriman bamng, misalnya penah terjadi
dimana negam Uni Soviet akan mengirim minyak mental ke Kubq sementara Meksiko
juga akan mengirim minyak mentainya ke Yunani dan Turki. Maka untuk menghenat
biaya pengiriman dilakukan trarsaksi Suap, dimana pihali Mcksiko mengirim minyak
mentahnya ke Kuba, yang letak geogmfisnya lebih dekat dari Meksiko sedangkan
pihak Uni Soviet atan mengirim minyalc mertalnya ke Yunad dan Turki yang leuknya
geografisyaj uga lebih dekat.
Dalan barter ketika ditandatanganinya kontrak barter, sudah harus ada suatu
perbandingan harga masing-masing barang. Karena itu sudah mesti ada kesepakatan
tentang tipe, kualitas dan kuantitas dari ba&ng tersebut, j ika hal-hal tersebut belum
ada kesepakatan, maka kontmk barter tidak akan /basible. Haryabaralgyang dikirim
itu biasanya dihihmg dengn nilai bamng lang dipertukarkan karena itu sering mendapat
kesulitan untuk menetapkan besamya ganti rugi j ika ada barang yaig dikirim tetapi
tidak sesuai dengan standar yang diperjanj ikan. Hal ini disebabkan karena bamng-
barang teNebut idak menggwnkan harga berdasarkan harga pasar.
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II. METODE PENELITIAN
, 
P€ndekatan dilala*an secam ],uddis nonnatif, )€itu dengan cara mempelatari,
mengkaj| dan mengintergestasikan bahan_balun tqr"rol*",,"hingg" ;i"r;ilngambarar mengenai ak ibar h ukum bagi pelak u perjarj ian barter djJ. ul"."iriperoaganga.n ekspo impor di hdonesia- data yang diperoteh dianalisis e€ara kualitadlpng diuraikan kedalam bentuk alimat sehinggamenjadi gamberan umum dd;;uil,bagi petalr perjanjian barrer dalam transairsiperdagang; d.p.rt ;;;;t lrd;;;"
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Perjanjian BarterDalam Transaksi perdagangan
^,^_ Il9* T"rT, " 
barang-barang yang dijumpi diiemua tempaq menyebabkan
aqanya perfut<aran bamng secara langs urg. an inya orang ) ang membutrhL .**oarang yang trdak mendapatkan dl rempam)a berusaha wruk mendataneka' bafanpreneDur orna.na barangKuebul bemda. Sebagai garrinya diberikar al bamns-baran,yang banyak kedapatan di tempatnya dan di ingi-rLkan 
",.1 "r* ,anu _".iU"#"ioamng-barang yang pertama tercebut. Keadaan yang demikian lazim disebut denganislilah_"barrei'. Inilal daiam sistim perekonomian bahwa tidak semua U*_g Vi"gdibutul*aa harus diproduksi sendiri.
,,_,_ f"*.- OaI-g secara langsung hanya mungkin terjadi bilaman dua orangdrmana orang yang safu membututkan h:
."a.stu,o*ngri*r,i;;;*,il-bHit#:ffilf"tilffiiffiffi
Y*:l1Tl*-rateh suarLr perjanj ian dirn*u k.d*b"tut, pilj;&,-**;
:""ilii,Hffi ?,T:il'J,Tf ;ff ?ffi1iltr*HHn*T#:,:#,T,.?
mengena bamng ldwan b,rang dalam suaru masyaralat yang belum mengenal uane.ruxa.r men u(ar merupaj,an rrarsalsi uuma dalam perdargangan. Serelah masl aradtm engenal 
,uang sebaga i alar rrar sal<si pe m ba1 aran. nlkar=_min ular u;;;;;"k 
"Jarang dilal,-ukan.
,. ^  
Barterdisebutjuga dengan istilah hansaks i lmbalbei,,Counter purchase,,
alau"Countel Tra.le", yang dimaksudkan ada.lah suatuj"rn. trarrsak"i d"g"";;;
:.^::3r:-.1r"" T"nsekspor barang tertentu t" .** ,"g"* d"rgJp"rly**;;oalwa pengeksponjuga harus mengimpor barang-barang lain dari iegara imponirsebagai imbalannya Dalam baner slaru model imU, *l,-ro"i"* J"?,"*'Oii**yaag terjadi adalah semacam tukar lepas, dalam h"I i"i ;*;;"r;;;;;"*"dipedukarkan dengan benda dari nesara laia-g- l,-eu t"nffi il; ilil'-tff ffi lil';il--S:?fi*fiffiH
' ' ' ;ri;,Li;,;;:ri ;;;; ;;;;,;',:;; ;;;.,:;i;: : i;;.;"i;"i . ;oi
bansaction. Ur]]'ttk melakukan perjanjian tukar-menukar masing-masing pihak
haruslah pemilik dari barang yang dijanj ikan dalam tukar-menukar. Pemindahan hak
milik atas masing-masing barang adalah peitualan (perbuaan hukum) yang dinamakan
lerering darperryera\arlhak milik secaralnridis. Perjanjian hrkar-menukar inijuga
disebut suatu perj anj ian konsensual dalam a.rti bahwa ia sudah j adi dan mengikat
pada detik tercapainya sepakat dari barang-barang yang j adi obyek perj anj iannya.
Demikian pula dapat dilihat bahwa perjanj ian tukar menukar ini adalah suatu pedanj ian
"obligaroir" ejaepertij ual beli, dalam arti bahwa ia belum memindalkan hak milik
tetapi baru pada tahap memberikan hak dan kewaj iban.
Dalam melakukan barter apabila terjadi kealpaan dalam menunaikan
kewaj iban-kewajiban yang diperj anjikan untuk dirukar seperti misahya musnahnya
barang di luar kesalatnn pemilikny4 makaperjanjian dianggap gugur dan siapa yang
dari pihaknya telah memenuhi perj anj ian dapat menuntut kembali barangnya yang
telah ia berikan dalam tukar-menukar (Pasal I 545 BW).
Tukar-menular merupakan perjanjian duapihak atau lebih dirnam masing-masing
pihak memiliki barang yang akan diperj anj ikan, barter banyak dilakukan oleh negara-
negara intemasional ka-rena terj adinya keg.urca.ngan pembayamn, kisis moneter dan
menurumyadevisa-
Berdasarkan uraia.n di atas, naka dapat dianalisis bahwa perjanjian barter
pada dasamya merupakan perjanj ian yang sederhan4 yang dilakukan oleh masyaralat
pada umumnya dan dilakukan pada saat masyarakat belum mengenal uang. Barter
merupakan perj anj ian tukar-menukar barang antara pihak yang satu dengan pihak
yang lainnya, dimanajika salah satu pihaktidak memenuhikewajibannya, maka
perjanj ian dianggap gugur Ketentuan mengenai barter send iri terdapat dalam Pasal
I 54 I - I 546 Kitab Undang-undang Huhrm Perdata Bab VI tentang Tukar-menukar.
3.2. Akibat Hukum yang Timbul dari Pelaku Perjanjian Barter Dalam
Tiansaksi Perdagangan Ekspo Impor di Indonesia
Barter mempakan perjanj ian tr-rkar-menukar barang yang dapat imbul karena
terj adinya kesepakatan antara kedua belah pihak sebagai pemilik barang yang akan
dipertukarkan. Setelal sepakat, kedua belah pihak melakukan /evelirg (penyerahan)
barang-barang yang akan dipertukarkan menurutjenis dan nilai sebagaimana yang
diperj anj ikan. Dalam barter diperlukan pengetahuan tentang nilai barang yang akan
dipertuka*an agar tidak mengalami kerugian sepihali.
Akibat hukum yang timbul bagi pelaku perJaqj ian barter dapat dilihat dalarn
Pasal KUHPdt 1545, yaitujika para pihak yang satu telah menerima barang yang
ditukarkan kepadany4 dan kemudian ia membuktikan bahwa pihak yang lain bukai
pemilik barang tersebut, maka tidak dapat ia dipaksa menyerahkan barang yang ia
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telah perjanjikan dari pihaknya sendiri, melainkan hanya untuk mengembalikan barang
]€ng telah diterimznya.
Pasal 1543 KUHPdt menjelaskan jika suatu bamng tertentu yang telah
diperjanjikan tutuk dipertukarkaq musnah di luarkesalahan pemiliknyamakaperjanjian
dianggap gugur, dan siapa yang dipihaknya telah memenuhi perjar{ian dapar menmtut
kembali barang yang ia telah b€rikan dalarn tukar-menukd.
Karena itu, dalam perj anj ian barter apabila telah terj adi kes€pakatan dalam
hrkar-menukar bamng d?dj.blohteiaA:. leveing (penyerahan bamng), maka apabila
salah satu barang terdapat cacat ersembu[yi tanpa sepengetahuan pemiliknya maka
penerirna baEng teNebut dapat menuntut pemilik barang tersebut dengan melakukan
pembatalan penukaran barang.
Pengatu"n tentang risiko yang terdapat dalam Pasal I545 KtltlPdt itu sudah
tepat sekali, kar€na risiko ihr memang seadilnya harus dib€banka di pundak masing-
masing pemilik barang. Pemturan tentang risiko dalam perjanj ian n:kar-menukar ini
sudah tepat sekali untuk suatu perjanj ian yang bertirnbal balik kar€na dalam perjanj ian
yang demikian itu seomng menjanj ikan prestasi demi untuk mendapatkan suatu kontm-
Festasi, oleh karena ihr maka peratumn tentang risiko datam perjanjian tukar-murukar
ini sebaiknya dipakai sebagai pedoman dalam perjanj ian bertimbal balik lairurya lang
timbul dalam pmkte( sehingga masing-masing pihak merpunyai risiko tersandiri dalarn
melakukan perj anj ian tukar menukar.
Dari uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa dengan adanya kesepakatan
pam pihak dalam tnkar-menukar seda dengan adanya leveringala\W-rryemlw\tf]I/dltg,
maka terjadilah transaksi perdagangan yang dinamakan barter Setelah terjadinya
barte., maka timbullkah akibat hukurn yang terjadi pada nasing-masing pihak pelaku
perj anj ian barter Urfirk mengetahui akibat hukum yang timbul pada pedanj ian ini
dapat dilihat dalam Pasal I545 dan Pasal I543 KUHPdt tentang tukar menukar yang
rnaslng-masing meqjelaskal salah sahr pihak bukan penilik b€rang serta b€rang-barang
lang diperjanj ikan rnusrrah di luar kesalahan dianggap gugur dan pihak yang memenuhi
perjanj ian dapat menuntut bamng yang ia telah pertukarkan. Untuk itu masing-masing
pihak hamslah pernilik barang lang akan dih*arkan agartidak menimbulkan kergiad
bagi pibak yang lain.
IV PENUTUP
Barter merupakan salah satu altematif perdagangan luar negeri yang
sebenamyajuga dapat dikategorikan sebagai salah satu cara pemba)€mn import )"ng
digunakan unnrk memenuhi kebutulmn dan keterbatasan barang danjasa Nlai b@ng
yarg dipertukatanmelalui bqter harus nremiliki nilai ydng setaraatau seimb@g agar elah
Akibat Hulun Bagi Pelalat Perjanjian Ba\er dalan Tra|'laksi.... (Meito Djohon) 143
satu pihak tidak dirugika4 jikra tidak.l"Pt qp645,,Lutt akibat bagi para pihak yang
terlibat dalam perjanjian tersebut. Dalam Pasal 1543 KUHPdt dijelaskan bahwa
sct@ boangydng dipertukarkan hauslahmiliknyaserdiri, jikateftulCi bukanmiliknta
maka pihak )"ng satu berkewajiban untuk mengembalikan barang yang diterimanya-
Sedangkan dalam Pasal 1545 KUHPdt dijelaskan bahwajika suatu barang yang
ditukarkan musnal/cacat di luar kesalahan maka perjanjian tukar-menukar dianggap
gugur dan dari pihaknya yang telah memenuhi ped anj ian dapat menuntut kembali
barang yang telah ia berikan Setiap barang yang dipedukarkaa pam pihak diwajibkan
unhk memeriksa dan meneliti s€suai atau tidak bamng yang dipertukarkan dan para
pihak berhak menuntut pihak lain yang melakukan wanprestasi/ingkarjanj i dalam
p"tjanjian
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